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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada Konsonan 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda 

(,,). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـَ  /ي

 fathah dan wau Au a dan u ـَ   /و

Contoh: 

 kaifa : كَيْف 
 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 Contoh: 

 māta: مَات  
 ramā: رَمَى 

Harakat 
dan Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ََ ◌,ا/ي  
fathah dan alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ـِ  /ي

 dammah dan wau U u dan garis di atas ـُ  /و
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 qīla: قيِْلَ  

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah dan dammah, yang translitersinya adalah (t). 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinnay 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

 raudah al-atfāl :  رَوْ ضَهُ ا لأَ طْفَالِ 

 al-madīnah al-fādilah :  الْمَدِ يْنَهُ الْفَا ضِلهَُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّنَا 

يْنَا   najjainā : نَجَّ

مَ   al-haqq : نعُ ِ

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), makai a ditranslitersikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh:  

 ِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: عَلِي 

 ِ  Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: عَرَبِي 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Dari kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (al-zalzalah) : الَزَّ لْزَلهَُ  

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَهُ    

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh 

 ta’muruna: أمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau: الَنَّوْعُ 

 syai’un: شَيْءُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitersi secara utuh. 

Contoh: 
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Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditranslitersi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 ِ ِ بِاللَّّ  dīnullāh billāh دِيْنُ اللََّّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ijalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

  ِ هُمْ فِيْ رَحْمَهِ اللََّّ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, dan, DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Swt. = Subhānahū wa ta„ālā 
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Saw. = Sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 
„Imrān/3:4 

 HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nurilma Handayani  
Nim : 10100119903 
Judul : Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap 

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di 
Pengadilan Agama Sungguminasa 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisa pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang ditinjau dari pelaksanaan SEMA No. 2 

Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. Dari 

pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam dua sub masalah, yaitu 

pertama, bagaimana Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa? dan 

kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan SEMA No. 2 Tahun 

2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sungguminasa? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan 

penelitian empiris atau lapangan (field research) dan menguraikan hasil serta 

pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya 

menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para responden. 

Metode pengumpulan datanya adalah observasi,wawancara dan metode 

dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode 

yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi, dan data yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA 

No. 2 Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pasca 

cerai gugat belum menemui keefektifan dalam pelaksanaannya di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan 

bahwasanya masih diperlukan banyak pertimbangan dalam memutuskan gugatan 

nafkah ‘iddah  dan nafkah mut’ah yang diajukan oleh perempuan pada perkara cerai 

gugat. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa 

masih menemui banyak hambatan. Faktor-faktor yang menghambat yaitu : 1) tidak 

hadirnya salah satu pihak dalam persidangan; 2) istri yang tidak meminta hak-

haknya; 3) tidak digunakannya hak ex officio hakim terhadap perkara cerai gugat; 

4) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.  

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: Hakim hendaknya lebih responsif 

dalam mempertimbangkan dan memutus hak-hak perempuan pada perkara cerai 

gugat, hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah 

anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan, perempuan dituntut untuk lebih 

banyak belajar dan menggali informasi terkait hak-haknya khususnya pasca 

perceraian. Pemberian solusi oleh hakim terhadap hak perempuan pasca cerai gugat 

: Menghadirkan suami dalam persidangan agar dapat memberikan keterangan 

terhadap kebenaran perkara perceraiannya sehingga hakim dapat 

mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, menjadikan keluarga yang rukun 

kembali sehingga tidak perlu memberikan nafkah pasca cerai gugat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah sebuah proses dimana seseorang akan membangun 

kehidupan yang baru dalam sebuah ikatan pernikahan, bersama pasangannya dalam 

satu ikatan rumah tangga.1 Dari pernikahan akan timbul hubungan hukum antara 

suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan 

antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari pernikahan mereka memiliki harta 

kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan 

tersebut.2 

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.3 

 

1Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak, “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere 

Kecamatan Tellu Limpoe),” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, 

no. 1 (Desember 2022), h. 216, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880. (Diakses 9 Februari 2023) 

2Putri Nurdiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Deras, 

Kabupaten Batu Bara)”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 3. 

3Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2019), h. 1. 
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Sahnya suatu pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut:4  

1. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pernikahan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah dan 

tentunya itu adalah sunnah Nabi salah satunya yaitu dengan tujuan agar 

berkembangnya umat Islam.5 Pernikahan juga merupakan bagian hidup yang sakral 

karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat.6 Namun dalam 

keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan dalam 

arti bahwa bila pernikahan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. 

Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir 

dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.7 Dalam suatu ikatan pernikahan yang 

mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Ar-Rum / 

30:21. 

 

4Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”,  h. 1. 

5Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak 

Poligami,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, no. 1 (Maret 2020) 

h. 37. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11426. 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426. (Diakses 31 Desember 2022) 

6Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2019), h. 2. 

7Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” Pengadilan Agama 

Cilegon Kelas 1B, 2020, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-

agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-

perceraian. 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426
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هَا  ل تَِسْكُنُ وْ ا  ازَْوَاجًا  انَْ فُسِكُمْ   مِ نْ   لَكُمْ   خَلَقَ   انَْ   ٓ  َ  وَمِنْ اٰيٰتِه نَكُمْ   وَجَعَلَ   الِيَ ْ  اِنَّ ۗ وَّرَحْْةًَ   مَّوَدَّةً   بَ ي ْ

٢١ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ   ل قَِوْم   لََٰيٰت    ذٰلِكَ   فِْ   

Terjemahannya : 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

 Maka Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menikah, dikarenakan 

Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan 

ketentraman. Kehidupan yang Sakinah mawadda wa rahmah hanya bisa dirasakan 

oleh orang yang sudah menikah.8 

Tujuan pernikahan itu sering kali tidak dapat tercapai secara utuh, hal itu 

dikarenakan adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam keluarga. 

Suami atau istri terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga 

menyebabkan terjadinya perdebatan dan pertengkaran antara keduanya. Apabila 

pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi 

berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan 

perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan.9 

 

8Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah 

Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar),” 

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, no. 2 (April 2021), h. 349. 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452 

https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452 (Diakses 19 Januari 2023) 

9Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah 

Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar), h. 

349. 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452
https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452
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Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri 

dalam mengakhiri ikatan pernikahan setelah mengadakan upaya perdamaian secara 

maksimal. Inilah alasan mengapa Islam tidak mengikat pernikahan sampai mati, 

tetapi tidak membuat perceraian menjadi lebih mudah. Setiap pernikahan di 

Indonesia akan dianggap putus apabila hakim telah menjatuhkan putusannya di 

Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan terdapat asas mempersulit perceraian yang mengatakan bahwa pada 

prinsipnya Undang-Undang Pernikahan ini menganut asas mempersulit perceraian 

yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan 

pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan yang dapat 

diajukan untuk melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Pernikahan dan juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam.10 

Perilaku yang tidak diharapkan dalam keluarga dan masalah yang tidak 

dapat diselesaikan dengan baik menyebabkan konflik antara suami dan istri. 

Sehingga dalam perjalanan rumah tangga, perceraian sering datang dari kedua 

pasangan. Penyebab perceraian ada banyak faktornya, mulai dari KDRT, 

penggunaan media sosial, wanita yang ingin untuk menjadi wanita karir, pasangan 

yang terkena kasus narapidana, kurangnya ekonomi yang didapat, dan berbagai hal 

masalah lainnya bisa menyebabakan perceraian. Oleh karena itu, ketika masalah 

keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan keluarnya. Akhirnya, 

 

10Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian 

Karena Pengunaan Media Sosial,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 

Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309-310. 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903. https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903 (Diakses 14 Januari 2023) 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903
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karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya bahwa perceraian adalah solusi 

dari masalah tersebut, angka perceraian meningkat di Kabupaten Gowa.11 

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air 

mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 

yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih 

banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% 

perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh 

pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sebagian besar perkara perceraian 

diajukan oleh pihak isteri (perkara cerai gugat) yang berujung dengan putusan 

verstek yang hanya mengabulkan gugatan perceraiannya saja, sementara keadilan 

yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat tidak hanya persoalan 

perceraian saja, tetapi juga menyangkut nafkah iddah, mut’ah, hak asuh dan nafkah 

anak, bahkan secara psikologis, masih ditemukan stigma negatif di masyarakat 

kepada pihak perempuan karena predikat janda yang disandangnya.12 Sedangkan 

dalam penelitian Hijrah Mahrani, dkk (2022) menyebutkan fenomena perceraian 

pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat 811 perkara 

perceraian. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada 

tahun 2021 terdapat 609 cerai gugat yang diajukan oleh perempuan.13 

 

11Hijriah Mahrani Anwar, dkk., “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 

2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa),” Qadauna : 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 220-221. 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023) 

12Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” Pengadilan Agama 

Cilegon Kelas 1B, 2020, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-

agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-

perceraian. 

13Hijriah Mahrani Anwar, dkk., “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 

2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa),” Qadauna : 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 221. 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670
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Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama atas 

perkara cerai gugat dengan pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai 

gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. 

Kelemahan tersebut tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk 

melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan 

putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan 

dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan.14 Apabila 

putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka upaya yang dapat ditempuh 

penggugat adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi, di sisi lain eksekusi 

merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang 

berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang 

seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh penggugat 

berdasarkan putusan.15 

Jika dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama 

Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan :16 

 
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023) 

14Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 

Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 41, 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647 

https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647 (Diakses 18 Januari 2023) 

15Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” Pengadilan Agama 

Cilegon Kelas 1B, 2020, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-

agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-

perceraian. 

16Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670
https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647
https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647
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“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka 
amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara 
Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum 
tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam  
posita dan petitum gugatan.” 

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan 
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian 
gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang 
pelaksasnaannya melalui instansi yang bersangkutan.” 

Dimana hal tersebut bisa menjadi acuan perempuan yang pasca cerai gugat 

untuk mendapatkan haknya. Dilihat dari syarat dan makna yang terkandung dalam 

SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang menjadi landasan perempuan mampu 

mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar. 

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA 

No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi 

hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya karena sebelum adanya SEMA 

tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-

haknya di antaranya nafkah mut’ah dan nafkah iddah karena pemberian nafkah 

mut’ah dan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur 

dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam selain itu 

sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat 

dikatakan sebagai nusyuz. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut 

yang mengakomodir SEMA No 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 
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tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang 

berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki 

(kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu 

payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa 

memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini 

perkara cerai gugat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi perempuan yang mencerai 

gugat suaminya merupakan kesalahan atau atas perlakuan tidak baik suaminya 

sehingga SEMA ini sendiri menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam 

mendapatkan hak-haknya. Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut 

tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan 

mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim 

memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara.17 

Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis dan 

menganalisis mengenai hak perempuan pasca cerai gugat yang terdapat dalam 

SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat “Analisis Pelaksanaan 

SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus terhadap pokok penelitian yang 

akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian yang 

 

17Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 90. 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 19 Oktober 2022) 
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bermanfaat agar observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi terarah. 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka yang menjadi fokus 

penelitian dan deskripsi fokusnya adalah sebagai berikut : 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjelaskan tentang hak 

perempuan pasca cerai gugat maka penulis memfokuskan penelitian pada hakim 

yang terdapat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 

Aspek-aspek pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan 

SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan 

pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Dari dua aspek pokok di atas, penelitian ini telah difokuskan terhadap 

beberapa aspek secara terperinci. Kedua aspek tersebut telah dijelaskan dan 

diuraikan dengan jelas di dalam uraian deskripsi fokus penelitian ini. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memahami lebih jauh, maka perlu diberikan beberapa penjelasan 

secara terperinci terkait aspek judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Pernikahan : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.18 

b. Cerai : Perceraian adalah suatu istilah yang menandakan putusnya 

suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan alasan hukum 

tertentu, proses, dan akibat hukum tertentu. Suatu pernikahan dapat 

dikatakan bercerai apabila telah mengajukan permohonan maupun 

gugatan perceraian di Pengadilan baik permohonan cerai talak 

maupun cerai gugat dan sudah diputuskan dan dikabulkan oleh 

pengadilan tersebut.19 Perceraian merupakan pemutusan tali 

pernikahan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 207 KUH Perdata disebutkan bahwa: perceraian merupakan 

penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah 

satu pihak dalam pernikahan itu berdasarkan alasan-alasan yang 

tersebut dalam undang-undang20 

c. Cerai Gugat : Cerai gugat merupakan suatu ikatan pernikahan yang 

berakhir atau putus yang menjadi akibat dari suatu permohonan 

perceraian yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama, 

yang mana kemudian termohon atau dalam hal ini suami 

 

18Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2019), h. 1. 

19Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 88. 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 19 Oktober 2022) 

20Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah 

Cerai Gugat,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 

46 https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023) 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962
https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670
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menyetujuinya, yang mana kemudian Pengadilan Agama 

mengabulkan permohonan perceraian tersebut.21 

d. Hak : Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu. Hak juga berarti kekuasaan menurut hukum. Hak 

juga diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu.22 

e. Nafkah iddah : Nafkah ‘iddah merupakan tunjangan yang dibayarkan 

suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan perceraian 

Pengadilan Agama.23 

f. Nafkah mut’ah : Pemberian suami kepada istri yang diceraikan untuk 

menghibur atau menyenangkan istrinya.24 

g. SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada 

Rumusan Kamar Agama huruf A Angka 3, menyatakan :25 

 

21Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89. 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 19 Oktober 2022) 

22Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang 

Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa,” 

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, vol. 1, no. 3 (September 2020), h. 146. 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429 (Diakses 31 Desember 2022) 

23A. Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah, “Penerapan Hak Ex 

Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 

Keluarga Islam, vol. 4, no. 1 (Desember 2022). h.  142 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318. (Diakses 31 Desember 2022) 

24A Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah, “Penerapan Hak Ex 

Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak,”. h. 142  

25 Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian A, no. 3, h. 14-15 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962
https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429
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“Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri 
dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan iddah 
sepanjang tidak terbukti nusyuz” 

h. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan 

Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan :26 

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-
hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban 
suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat 
menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum 
tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut 
dinarasikan dalam  posita dan petitum gugatan.” 

Sedangakan huruf c menyatakan : 

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-
hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi 
Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 
pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara 
declaratoir yang pelaksasnaannya melalui instansi yang 
bersangkutan.” 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan pokok masalah penelitian ini dapat dinarasikan dalam pertanyaan inti 

yaitu: Bagaimana analisa pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang 

ditinjau dari pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa ? Rumusan pokok masalah tersebut 

 

26Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6 
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selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa rumusan submasalah atau pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan SEMA No. 2 

Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di 

Pengadilan Agama Sungguminasa ? 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara subjek penelitian penulis dengan 

subjek penelitian lainnya, serta untuk menghindari duplikasi. Adapun yang menjadi 

kajian penelitian ini adalah ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu, di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Sunyoto, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, dengan 

judul “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca 

Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Peradilan Agama” pada 

tahun 2022. Dalam Skripsi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-

hak perempuan dan anak melalui Putusan hakim dalam perkara cerai 

gugat di Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Gorontalo yang dalam amarnya terdapat pembebanan kepada 

Tergugat (suami/ayah) untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak 

sangatlah sedikit. Penyebab rendahnya persentase putusan cerai gugat 

yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak antara lain, pertama, 

karena perempuan tidak menuntut. Kedua, perkara di Pengadilan 

Agama didominasi oleh perkara verstek, sehingga sulit untuk 
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membuktikan istri nusyuz atau tidak ketika tidak ada jawab-jinawab dan 

pembuktian yang berimbang. Ketiga, Peradilan Agama (Hakim) tidak 

menggunakan hak ex officio secara masif. Keempat, regulasi kurang 

memiliki daya mengikat yang kuat dan tidak ada konsekuensi bagi yang 

tidak menerapkan. Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian 

dalam perkara cerai gugat sepenuhnya diatur didalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI.27 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan fokus membahas mengenai 

pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap kebutuhan hak-hak 

perempuan pasca cerai gugat. 

2. Maulidiana Kholida, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada tahun 

2021 dengan judul “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan 

Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama 

Trenggalek)”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pandangan hakim mengenai hilangnya hak istri dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagian hakim 

masih terikat oleh paradigma lama yaitu apabila istri mengajukan 

gugatan perceraian terhadap suaminya maka dianggap telah nusyuz, 

akibatnya istri akan kehilangan hak-haknya baik nafkah iddah maupun 

mut’ah. Sebagian hakim lain memandang bahwa hilangnya hak istri 

disebabkan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya. Sebab 

dalam perkara ini hakim tidak dapat menggunakan ex officio dengan 

alasan akan melangggar asas ultra petita. Terkait penerapan SEMA No. 

3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari 

 

27Sunyoto, “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam 

Perkara Cerai Gugat Pada Peradilan Agama.” Thesis. (Gorontalo: Fak. Hukum Univeristas Negeri 

Gorontalo, 2022), h. 1. 
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perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo belum efektif. Hal 

ini dapat diketahui dari tindakan hakim dalam melakukan penafsiran 

dan penggalian fakta yang tekstual, ditambah lagi paradigma hakim 

yang masih statis dan tidak responsif terhadap adanya suatu regulasi 

khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018.28 Tentunya ini berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitian 

ini lebih fokus terhadap pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait 

pemenuhan kebutuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. 

3. Anita dengan judul penelitian “Perlindungan Hak-Hak Perempuan 

Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo).” 

Menjelaskan bahwa perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan 

putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak 

boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) 

sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk 

menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca 

perceraian seperti mut‘ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika 

tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat 

satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki 

hak ex oficio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta 

maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya 

pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak 

bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex 

 

28Maulidiana Kholida, “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara 

Cerai Gugat (Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek)” Skripsi. (Malang: Fak. Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 64 
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oficio.29 Dilihat dari penelitian Khoiriyah, hal tersebut jelas berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti. Dimana fokus 

penelitian ini tertuju pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. 

Dari beberapa kajian pustaka tersebut di atas, maka dari itu penulis telah 

menarik kesimpulan bahwa apa yang penulis lakukan tentunya sangat bebeda 

dengan apa yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas. Dengan demikian 

terdapat perbedaan yang signifikan yang terdapat pada lokasi penelitian dan fokus 

penelitian. Hal ini dapat dilihat bahwa peneliti melakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, serta yang menjadi fokus pada 

penelitiannya yaitu menganalisis pelaksanaan  SEMA No. 2 Tahun 2019. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab 

hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sungguminasa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Ilmiah 

 

29Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Palopo),” Palita: Journal of Social-Religion Research, Vol. 1, no. 1 

(April 2016) h. 45. https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60. (Diakses 19 Januari 2023) 

https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60
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1) Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan 

utamanya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca 

cerai gugat. 

2) Untuk menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-

kajian dalam hak-hak perempuan pasca cerai gugat. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk 

keperluan penelitian. 
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BAB  II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pernikahan 

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah, melakukan 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan 

wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan 

dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman 

dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.1 

Mengenai pengertian pernikahan ini banyak beberapa pendapat yang satu 

dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk 

memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu 

dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk 

memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian 

pernikahan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan 

pengertian pernikahan dipihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang 

masuk dalam rumusan pengertian pernikahan, akan menjelaskan unsur-unsur yang 

lain dalam tujuan pernikahan.2 

Hukum pernikahan merupakan bagian integral dari syari’at islam yang tidak 

terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Hak tersebut bertujuan 

mewujudkan pernikahan terhadap orang muslim menjadi pernikahan yang 

 

1Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2019), h. 27. 

2Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, h. 27. 
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bertauhid dan berakhlak, sebab hal ini dapat memiliki nilai transendental dan sakral 

untuk mencapai tujuan pernikahan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.3 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 

2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan 

bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu”. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang 

perumusan pengertian pernikahan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan 

ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah 

itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini 

dilihat dari segi keagamaannya suatu pernikahan.4 

Undang-Undang Pernikahan, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian 

pernikahan sebagai berikut : 

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Jika dibandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan mengenai pengertian dari pernikahan 

tidak ada perbedaan yang prinsipil. Pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam 

pernikahan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang 

 

3Ahmad Assidik dan A Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, no. 1 (Maret, 2020), h. 2, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424, 

https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424 (Diakses 17 Maret 2023) 

4Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas 

Islam Indonesia, 2019), h. 28. 
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mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan 

antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :5 

a Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan. 

b Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan 

rumah tangga. 

c Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. 

Menurut pembagian di atas maka pernikahan termasuk dalam nomor (a), 

yaitu hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan. Pernikahan itu mengandung 

3 (tiga) aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. 

Dilihat dari aspek hukum pernikahan adalah merupakan suatu perjanjian. 

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa’ / 3 : 21 

 

ثاَقاً غَلِيْظاً  َ    وَقَدْ افَْضٰى بَ عْضُكُمْ اِلٰٰ بَ عْض  وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِ ي ْ  وكََيْفَ تََْخُذُوْنهَ
Terjemahannya : 

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bercampur dengan yang lain sebagian suami isteri, dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang 
kuat”  

Perjanjian dalam pernikahan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter 

yang khusus, yaitu : 

a. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah 

pihak. 

b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan 

pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut 

berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya. 

 

5Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam 

Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, h. 28-33. 
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c. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak.  

B. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Talak berasal dari akar kata ithlaq, artinya irsal (melepas) dan tark 

(meninggalkan). Athlaqtu al asira artinya aku membuka ikatan tawanan dan aku 

melepaskan. Menurut terminologi syariat adalah melepaskan hubungan pernikahan 

dan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal 

dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal 

bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Dalam tatanan hukum di 

Indonesia, peraturan tentang perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Peraturaan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi di 

dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. 

Subekti perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan keputusan hakim atau 

tuntutan salah satu pihak selama pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam Surah 

Al-Baqarah / 2:2416 

 

٢٤١وَللِْمُطلََّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِِلْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَْْ   
Terjemahannya: 

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang 
patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” 

 

 

 

 

 

6Subekti Raden, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 21 
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2. Macam-macam Perceraian 

Macam-macam perceraian di Indonesia terklasifikasikan menjadi dua 

bentuk, yang diatur dalam suatu tatanan peraturan dalam pelaksanaannya di 

Pengadilan Agama, Sebagaimana terdapat dalam Pasal 114 KHI:7 

a. Cerai Talak 

Cerai talak merupakan putusnya pernikahan atas kehendak suami 

dengan alasan tertentu. Dalam KHI Pasal 117 talak berarti ikrar suami di 

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab  

putusnya pernikahan. Jika dilihat secara harfiah Islam thalaq adalah lepas 

atau bebas, maka dalam suatu pernikahan jika sudah jatuh talak tidak ada 

hubungan pernikahan antara suami dan istri. 

b. Cerai Gugat 

Cerai gugat merupakan suatu permohonan yang diajukan istri 

kepada suami dengan maksud untuk menceraikan di Pengadilan Agama 

dengan dasar perceraian terjadi atas putusan Pengadilan Agama. Di  

Islam cerai gugat dikenal dengan istilah khuluq yang merupakan  

meninggalkan dalam maknanya (istri bagian dari pakaian suami dan 

sebaliknya). Sehingga khuluq merupakan putusnya pernikahan sebab 

istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha meninggalkan pakaian 

tersebut dari suaminya. Dalam Hukum di Indonesia tata cara 

melaksanakan cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36 jo. Pasal 73 sampai Pasal 83 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun yang termasuk cerai 

 

7M. Aziz Firdiansyah, “Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum 

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk).” Skripsi. (Malang: Fak. Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 20-21. 
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gugat yang ada di Pengadilan Agama yakni Fasaskh, Syiqaq, Khulu’,  

dan Ta’liq Talaq. 

C. Tinjauan Umum SEMA 

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan Yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 berhadapan dengan 

hukum jelas merupakan suatu harapan bagi perempuan dan menjadi suatu payung 

hukum baru bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan 

hak-haknya termasuk dalam perkara cerai gugat. Kenyataannya implementasi di 

pengadilan berbeda dengan tujuan adanya SEMA yang sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menjadi payung hukum baru kepada 

perempuan yang cerai gugat yang disebabkan nusyusnya seorang suami untuk 

mendapatkan hak- haknya yakni nafkah iddah dan mut’ah.8 

1. SEMA No. 2 Tahun 2019 

Melihat SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan, membuat perempuan pasca cerai gugat mampu memiliki 

hak-hak kekuatan dimata hukum terhadap amar yang telah ditentukan.  

Putusan yang dibuat oleh hakim pada dasarnya harus mencerminkan dan 

mampu menyuarakan hati nurani rakyat. Lembaga pengadilan tidak hanya sebagai 

mesin Undang-Undang akan tetapi harus mampu mengamati kehidupan yang 

 

8Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 91. 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 19 Oktober 2022) 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962
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terjadi di masyarakat secara intens. Dengan demikian putusan hakim harus tetap 

bertolak ukur pada unsur yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.9 

Alas hukum yang digunakan hakim untuk memenuhi hak-hak perempuan 

sebagaimana dalam penggalan putusan diatas yaitu (1) PERMA No. 3 Tahun 2017, 

(2) SEMA No. 3 Tahun 2018 dan (3) SEMA No. 2 Tahun 2019 ditambah dengan 

adanya perintah Undang-Undang agar hakim dapat menggunakan ex officionya 

terhadap perempuan. Adanya regulasi ini telah memberikan kekuatan bagi 

perempuan untuk memenuhi hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan, dan 

sangat disayangkan mereka tidak tahu apa-apa.10 

2. SEMA No. 3 Tahun 2018 

SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2018 Bagian A Angka 2 & 3 menyebutkan bahwa:11 

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak 
menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 
angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah 
iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan 
kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan 
dasar hidup istri dan/atau anak.” 

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam point 3 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, 
isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, 
mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.” 

 

9M. Aziz Firdiansyah, “Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum 

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk).” Skripsi. (Malang: Fak. Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 32 

10Teddy Lahati, “Menggugah Nurani Ex Officio Hakim Terhadap Putusan Cerai Verstek 

Yang Berkeadilan Perempuan,” Pengadilan Agama Tilamuta, 2019, https://pa-

tilamuta.go.id/artikel/262-menggugah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-

yang-berkeadilan-perempuan. 

11Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, Bagian A, Angka. 2 & 3, h. 14-15 
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Maka berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara 

cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah 

madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. 

Kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan 

suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:12 

a. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu 

dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini 

istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya 

mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. 

b. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat 

adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani 

masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur’an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. 

c. Nafkah mut’ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita 

karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir 

penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan 

suami untuk memberikan nafkah mut’ah sebagai penghilang pilu. Namun 

beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah 

istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut’ah dianggap tidak 

ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri. 

d. Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. 

Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat 

untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. 

 

12Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah 

Cerai Gugat,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 

56-57 https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023) 

https://doi.org/https:/doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670
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Menanggapi adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 

huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi:13 

 

“Bilamana pernikahan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: 
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, 
kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak 
hamil; yang mana perlu digaris bawahi bahwa “........kecuali bekas isteri telah 
dijatuhi talak ba’in.......”. 

Kalimat tersebut tentunya membutuhkan redefinisi berkaitan dengan talak 

ba’in. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan 

kumulasi tuntutan nafkah dapat memperhatikan kedudukan jenis talak yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim.14

 

13Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah 

Cerai Gugat,” h. 57 

14Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah 

Cerai Gugat,” h. 57-58 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang didukung dengan 

penelitian empiris atau field research (penelitian lapangan) dan menguraikan hasil 

serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan 

datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para 

responden. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat siklus dan 

naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek alamiah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ada. Fenomena itu 

bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sunggumina Kelas 1B, 

Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jalan Mesjid Raya Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Terkait dengan lokasi 

penelitian, PA Sungguminasa dipilih sebagai lokasi penelitian, karena adanya 

beberapa kasus yang telah ditangani PA Sungguminasa mengenai pemenuhan hak-

hak perempuan pasca cerai gugat dalam pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019. 

 

1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. I; Bandung: 

Rosdakarya, 2006),  h. 72. 
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Dalam menetapkan lokasi penelitian peneliti memperhatikan tiga unsur penting, 

yakni: tempat, pelaku dan kegiatan.2 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. 

Pendekatan penelitian ini telah dibagi kedalam dua fokus pendekatan penelitian, 

yaitu dengan pendekatan secara syar’i serta pendekatan secara yuridis-normatf. 

Dari dua pendekatan di atas telah dijabarkan dengan masing-masing penjelasan 

yakni sebagai berikut :3 

1. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan secara syar’i ini ditinjau di dalam al-Qur’an sebagai rujukan 

sebuah masalah perceraian atau masalah rumah tangga yang senantiasa 

mengedepankan kemaslahatan umat untuk berdamai. Pendekatan syar’i juga 

menjadi rujukan berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam hukum 

Islam. 

2. Pendekatan Yuridis-Normatif 

Pendekatan secara yuridis-normatif dengan penelitian di lapangan dan telah 

ditelaah di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca cerai gugat. 

 

 

2S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 

3Abdul Rahman Kine, “Hukum Nikah Siri Dalam Prespektif Fiqih Islam Dan Peraturan 

Perundang-Undangan”, Skripsi (Makassar: Fak: Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2020), h. 33 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:4 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama 

yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di lapangan, 

yang bersumber dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. 

Adapun yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini adalah Hakim di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian di PA Sungguminasa Kelas 1B 

Kabupaten Gowa serta referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang 

menjadi fokus penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.5 Dalam 

 

4Abdul Rahman Kine, “Hukum Nikah Siri Dalam Prespektif Fiqih Islam Dan Peraturan 

Perundang-Undangan”, h. 35 

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h. 265. 
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menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrumen dalam penelitian. 

Instrumen tersebut berisi item-item tentang catatan peneliti mengenai analisa 

SEMA terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan per-

tanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.6 Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

sedangkan yang akan diwawancarai adalah hakim, di Pengadilan Sungguminasa 

Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berisi tentang kasus 

yang berkaitan mengenai hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dengan demikian dokumen sebagai 

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen 

tertulis. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

 

6 Fadhallah, Wawancara (Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 2. 
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pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.7 Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena (variabel) alam maupun sosial yang diamati. Suatu instrumen harus teruji 

validitas dan reliabilitasnya agar dapat memperoleh data yang valid dan reliabel. 

Pada prinsipnya meneliti merupakan kegiatan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam, karena prinsipnya adalah kegiatan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur ini biasanya diistilahkan dengan instrumen 

penelitian.8 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. 

Salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan adalah pedoman observasi. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan verbal 

kepada informan yang merupakan sebagian dari subjek penelitian9 yaitu hakim di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

 

 

 

7Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung : Elfabeta, 2009). h. 225-224. 

9Fadhallah, Wawancara (Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 4. 
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3. List Dokumentasi 

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis para narasumber yakni 

Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. 

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha, teknik analisis deskriptif kualitatif 

merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, 

dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan 

berupa hasil obsevasi dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang 

diteliti yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain deskriptif kualitatif merupakan 

suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis 

dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel 

tertentu sehingga diperoleh kesimpulan umum. Pengolahan data dapat dilakukan 

setelah data yang diperlukan terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian yang 

amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data maka data 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam 

kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas 

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab 

masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian.10 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non-

statistik, artinya pola yang sesuai untuk data deskriptif atau data textular, atau juga 

 

10Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. I; Bandung: 

Rosdakarya, 2006),  h. 84 
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biasa disebut analisis isi (content analysis), karena data deskriptif dalam penelitian 

ini dianalisis menurut isinya. Adapun tahapan analisis datanya yaitu:11 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari catatan peneliti melalui observasi di lapangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 

Kabupaten Gowa.  

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai 

dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, sehingga dapat memudahkan 

peneliti untuk mengembangkan dan menemukan teori baru yang bersifat temuan. 

3. Penyajian Data 

Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dan memberi makna 

terhadap data-data yang dianggap sudah jelas. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan dapat 

dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses pengumpulan data, 

peneliti menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, 

transferability, dependability, dan confirmability. Adapun uji keabsahan data yang 

 

11Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 85 
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dapat dilaksanakan, yaitu :12 

1. Creadibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

2. Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. 

3. Dependability 

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek 

 

12 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung : Elfabeta, 

2007), h. 43 
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penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP 

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI 

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan 

Lembaran Negara RI No. 1822).1 

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 

seorang pejabat di Bidang Agama Islam yang disebut “Kadi”. Meskipun demikian 

tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang 

Kadi, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh 

rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok Desa, yaitu sekitar tahun 1857 

M. Kadi pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Muhammad Iskin. Kadi 

pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang 

bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di Bidang Agama, demikian 

secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Kadi yang 

 

1Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan. 

https://www.pasungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan 

(Diakses 20 Februari 2023) 



37 
 

 

keempat tahun 1956. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 

tentang Menetapkan Peraturan Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura, 

terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas 

dan wewenang Kadi secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi, Kadi yang 

kelima setelah tahun 1956 diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Kadi) tugasnya hanya 

sebagai Imam pada shalat ied. Keputusan Menteri Agama nomor 87 tahun 1966 

berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, 

maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi 

dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama 

/ Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 

29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 

Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama 

membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.2 

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun: 

1) K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 

2) K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 

3) K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 

4) Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 

5) K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 

6) Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 

 

2Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan. 

https://www.pasungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan 

(Diakses 20 Februari 2023). 
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7) Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 

8) Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 

9) Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 

10) Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 

11) Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 

12) Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 

13) Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 

14) Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d 2020) 

15) Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (2020) 

16) Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (2020 s.d 2022) 

17) Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (2022- Agustus 2022) 

18) Dr. Mukhtaruddin, S.H.I., M.H.I. (2022-sekarang)3 

2. Wilayah Yurisdiksi 

Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B beralamat di Jl. Masjid Raya, 

Kecamatan Somba Opu, Kabuaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa 

berbatasan langsung dengan: 

a. Sebelah Utara Kabupaten Maros 

b. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 

c. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 

d. Sebelah Barat Kotamadya Makassar.4 

 

3Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Daftar Nama Pimpinan 

Pengadilan. https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/daftar-

nama-mantanpimpinan (Diakses 20 Februari 2023). 

4Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan. 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi 

(Diakses 20 Februari 2023). 
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Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 

617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km 

a. Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 

b. Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 

II Gowa, dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 5 33.6’ 

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah adminitrasinya antara 12’ 

33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang Selatan dari 

Jakarta.5 

Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 

Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di Ibu Kota 

Kabupaten. Wilayah administrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 

18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer 

persegi atau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.6 

Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum 

Pengadilan Agama Sungguminasa: 

a. Somba Opu : Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, 

Kelurahan Batang Kaluku, Kelurahan Tompo Balang, 

Kelurahan Katangka, Kelurahan Pandang-Pandang, 

Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Tombolo, Kelurahan 

Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, Kelurahan 

 

5Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Letak Geografis Pengadilan. 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/letak-geografis 

(Diakses 20 Februari 2023). 

6Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan. 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi 

(Diakses 20 Februari 2023). 
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Paccinongang, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan 

Samata, Kelurahan Mawang. 

b. Pallangga : Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Tetebatu, 

Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Mangalli, Desa 

Je'netallasa, Desa Bontoala, Desa Pallangga, Desa 

Bungaejaya, Desa Toddotoa, Desa Panakkukang, Desa 

Julukanaya, Desa Julubori, Desa Taeng, Desa Julupa'mai, 

Desa Kampili, Desa Bontoramba. 

c. Barombong : Desa Tinggimae, Desa Kanjilo, Desa Lembang Parang, 

Desa Tamannyeleng, Desa Birngngala, Desa 

Moncobalang, Kelurahan Benteng Somba Opu. 

d. Bajeng : Desa Bontosunggu, Desa Panciro, Kelurahan Tubajeng, 

Kelurahan Mata Allo, Desa Maccini Baji, Desa 

Pa'bentengang, Desa Maradekaya, Desa Pannyangkalang, 

Desa Bone, Kelurahan Kalebajeng, Kelurahan Limbung, 

Desa Tangkebajeng, Desa Paraikatte, Desa Lempangan. 

e. Bajeng Barat : Desa Borimatangkasa, Desa Mandalle, Desa Manjalling, 

Desa Gentungan, Desa Tanabangka, Desa Kalemandalle, 

Desa Bontomanai. 

f. Bontonompo : Kelurahan Bontonompo, Kelurahan Tamalayang, 

Kelurahan Kalase'rena, Desa Bontolangkasa Utara, Desa 

Bontolangkasa Selatan, Desa Barembeng, Desa Manjapai, 

Desa Bontobiraeng, Desa Romanglasa, Desa Katangka, 

Desa Bulogading, Desa Butegulung, Desa Bontobiraeng 

Selatan, Desa Kalebarembeng. 
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g. Bontomarannu : Kelurahan Borongloe, Kelurahan Bontomanai, Kelurahan 

Romang Lompoa, Desa Pakatto, Desa Nirannuang, Desa 

Sokkolia, Desa Romangloe, Desa Mata Allo, Desa Bili-

Bili. 

h. Pattallassang : Desa Timbusseng, Desa Pattallassang, Desa Pallantikang, 

Desa Paccellekang, Desa Sunggumanai, Desa Panaikang, 

Desa Je'nemadinging, Desa Borongpa'la'la. 

i. Bontonompo :  Desa Sengka, Desa Tanrara, Kelurahan Bontoramba, 

Selatan   Desa Tindang, Desa Pa'bundukang, Desa Salajengki, 

Desa Salajo, Desa Bontosunggu, Desa Jipang. 

j. Parangloe : Kelurahan Lannai, Kelurahan Bontoparang, Desa 

Barisallo, Desa Lonjoboko, Desa Belapunrangnga, Desa 

Botokassi, Desa Belabori. 

k. Manuju : Desa Pattallikang, Desa Moncongloe, Desa Tanakaraeng, 

Desa Manuju, Desa Tamalate, Desa Bilalang, Desa 

Tassese. 

l. Tinggi- : Kelurahan Malino, Kelurahan Bulutana, Kelurahan 

moncong  Gantarang, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Bontolerung, 

Kelurahan Garassi, Desa Parigi. 

m. Tombolo Pao : Kelurahan Tamaona, Desa Pao, Desa Tonasa, Desa 

Kanreapia, Desa Tabbinjai, Desa Mamampang, Desa 

Erelembang, Desa Bolaromang, Desa Balasukka. 

n. Tompobulu : Kelurahan Malakaji, Kelurahan Cikoro, Desa 

Bontobuddung, Desa Tanete, Desa Garing, Desa 

Rappoala, Desa Datara, Desa Rappolemba. 
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o. Biringbulu : Kelurahan Lauwa, Desa Tonrorita, Desa Taring, Desa 

Pencong, Desa Parangloe, Desa Lembangloe, Desa Beru 

Tallasa, Desa Borimasunggu, Desa Batu Rappe, Desa 

Batu Malonro, Desa Julukanaya. 

p. Bungaya : Kelurahan Sapaya, Desa Bontomanai, Desa 

Mangempang, Kelurahan Jenebatu, Desa Buakkang, Desa 

Rannaloe, Desa Bissoloro. 

q. Bonto- : Desa Bontoloe, Desa Julumate'ne, Desa Paranglompoa, 

lempangan  Desa Bontotangnga, Desa Bontolempangan, Desa 

Pa'landingan, Desa Ulu Jangang, Desa Lassa-Lassa. 

r. Parigi : Desa Majannang, Desa Jonjo, Desa Manimbahoi, Desa 

Sicini, Desa Bilanrengi. 

3. Visi dan Misi 

Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 

a. Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung 

b. Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang 

Agung. 

Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan  

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan 

d. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 

e. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 
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f. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Sungguminasa 

g. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa yang berbasis 

teknologi informasi.7 

4. Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Tugas Pokok  

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

1) Pernikahan 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang 

mengenai pernikahan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat, 

antara lain: 

a) Izin beristri lebih dari seorang 

b) Izin melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat 

c) Dispensasi nikah 

d) Pencegahan pernikahan 

e) Penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

f) Pembatalan pernikahan 

 

7Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Visi dan Misi. 

https://www.pasungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi (Diakses 

20 Februari 2023). 
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g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri 

h) Perceraian karena talak 

i) Gugatan perceraian 

j) Penyelesaian harta bersama 

k) Penguasaan anak-anak 

l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya 

m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 

n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak 

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

p) Pencabutan kekuasaan wali 

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut 

r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya 

s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 

yang ada di bawah kekuasaannya 

t) Penetapan asal-usul seorang an ak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam 

u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan pernikahan campuran 
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v) Pernyataan tentang sahnya pernikahan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

2) Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan 

Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang 

menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

3) Wasiat 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada 

orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang 

memberi tersebut meninggal dunia. 

4) Hibah 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

5) Wakaf 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariat. 

6) Zakat 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum 

yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
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7) Infak 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang 

lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

8) Sedekah 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh 

waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan 

pahala semata. 

9) Ekonomi Syariah 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariat, 

antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah 

dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun dan lembaga 

keuangan syariah.8 

b. Fungsi 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

1) Fungsi mengadili (judicial power), menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006). 

 

8Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan. https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-

pokok-dan-fungsipengadilan (Diakses 20 Februari 2023). 
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2) Fungsi pembinaan, memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, 

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, 

panitera pengganti, dan jurusita / jurusita pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajaranya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor: 

KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

5) Fungsi administrative, menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA Nomor: 

KMA/080/VIII/2006). 

6) Fungsi lainnya: 

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 

Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006). 
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b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.9 

 

B. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak 

Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa 

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki definisi yaitu salah 

satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah 

Agung, dimana SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar 

fungsi regulasi, dan untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1951, selain berfungsi 

sebagai regulasi dan kontrol peradilan. Isi dari SEMA ini berkaitan dengan 

peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke Pengadilan 

di bawah Mahkamah Agung.10 

SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rumusan Hukum Kamar Agama 

menjelaskan bahwa:  

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 
Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

 

9Pengadilan Agama Sungguminasa, Profil Pengadilan: Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan. https://www.pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-

pokok-dan-fungsipengadilan (Diakses 20 Februari 2023). 

10Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89-90, 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 21 Januari 2023) 
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perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian 
dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum 
tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam 
posita gugatan”. 11 

 Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA 

No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi 

hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA 

tersebut seorang istri yang menggugat cerai suami nya tidak bisa mendapatkan hak-

haknya diantaranya nafkah mut’ah dan nafkah iddah karena pemberian nafkah 

mut’ah dan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur 

dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam selain itu 

sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat 

dikatakan sebagai nusyuz. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut 

yang mengakomodir SEMA No 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang 

berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki 

(kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu 

payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa 

memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini 

perkara cerai gugat.12 

 

11Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

“Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b, h. 6 

12Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 90, 
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Di Pengadilan Agama Sungguminasa tersendiri banyak kasus akibat cerai 

gugat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Intang, S.Ag 

selaku Panitera Muda Permohonan menjelaskan : 

“Kalau jumlah perkara perceraian tahun ini (2022) di sini dek yang masuk 
itu sebanyak 1.155 dengan jumlah gugat sebanyak 888 sedangkan yang talak 
sebanyak 267. Terus kalau perkara putus itu sebanyak 1.143 dengan jumlah 
gugatannya ada sebanyak 881 dan talaknya itu jumlahnya 262. Jadi sisanya itu 
perkara yang belum putus.”13 

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Sungguminasa 

yang banyak melakukan cerai yaitu perempuan dilihat dari jumlah gugatan yang 

masuk lebih banyak cerai gugat dibanding cerai talak. 

Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama, namun 

memiliki resiko berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim bahwa perkara halal 

namun paling dibenci Tuhan, adalah perceraian. Hadits tersebut memberikan 

makna bahwa sebelum keadaan terpaksa harus benar-benar tidak boleh ada 

perceraian, hal ini dapat dilihat bahwa jika seseorang akan melakukan perceraian di 

Pengadilan Agama (PA) terlebih dahulu selalu diingatkan oleh pegawai yang 

bersangkutan. Maksud dan tujuannya adalah agar pasangan suami istri tadi dapat 

merasa lebih baik atau rujuk kembali untuk membangun keharmonisan keluarga 

seperti sedia kala.14 

 
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 21 Januari 2023) 

13Nur Intang, S.Ag (52 Tahun), Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 

14Mujahidin Bin Ali Said, “Factors That Really Back Creates Of Fair Women’s Parties 

Case Study In District Sambas,” International Journal of Law, Government and Communication, 

vol. 14, no. 5 (June, 2019), h. 275, http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-15-06-31.pdf, 

https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150026, (Diakses 26 Maret 2023) 
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Laki-laki yang menikah dan memiliki keluarga wajib menafkahi 

keluarganya secara adil dan halal. Memutuskan untuk menikah perlu 

mempersiapakan diri baik secara spiritual, rohani dan jasmani bukan hanya semata-

mata kemauan untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, laki-laki juga harus 

mempersiapkan diri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 

dalam sandang, pangan, papan.15 

Ancaman terhadap terjadi putusnya pernikahan (perceraian) sangat 

beragam, dan berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi keutuhan 

pernikahan baik itu faktor eksternal maupun internal, maupun materil atau non-

materil dari berbagai faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai sebagai alasan 

untuk megajukan perceraian.16 Faktor sehingga terjadinya cerai gugat ada banyak 

hal. Cerai gugat dapat terjadi akibat adanya faktor ekonomi, pernikahan mereka 

sudah tidak harmonis lagi, selingkuh dan banyak hal. Dari hasil wawancara dengan 

hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bapak Drs. Arsyad menerangkan :  

“Ada banyak faktor yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya, 
yang pertama karena nafkah suaminya sudah tidak bisa melakukan tanggung 
jawabnya sebagai suami, yang kedua karena adanya perempuan lain hingga 
menimbulkan cekcok dan akhirnya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. 
Faktor yang lain itu karena suami sudah tidak mampu melayani istrinya.”17 

 

15Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, dan Musyfika Ilyas, “Dampak Pernikahan Anak 

Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” Qadauna : Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.  4, no. 1 (Desember 2022), h. 39, https://journal3.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29166, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166 (Diakses 18 Maret 2023) 

16Muhammad Alifyudha Putra Anindito dan Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan 

Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas IA,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.  2, 

no. 3 (September 2021), h. 594, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422, 

https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422. (Diakses 18 Maret 2023) 

17Drs. Arsyad (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, 

Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 
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Hal tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, 

bahwa Perceraian dapat terjadi karena :18 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah pernikahan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

7. Suami melanggar taklik talak; 

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga. 

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara Bapak Muhammad Fitrah, 

S.H.I., M.H.I, yang juga merupakan salah satu  Hakim di PA Sungguminasa. : 

“kalo penyebab istri menggugat cerai suaminya itu banyak, Cuma yang 
paling sering itu karena faktor nafkah suami sudah tidak bisa memberikan nafkah 

 

18Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 

Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 43-44, 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647 

https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647 (Diakses 18 Januari 2023) 
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kepada istrinya, kemudian faktor suami sering mabuk-mabukan sehingga terjadi 
cekcok dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga”19 

Adanya perubahan yang terjadi akibat kurangnya perekonomian keluarga 

menyebabkan kurang harmonisnya hubungan tersebut. Tidak memiliki tabungan 

yang cukup menghadapi kondisi sulit menyebabkan terjadinya konflik rumah 

tangga.20 Sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pernikahan, menyebutkan alasan perceraian 

disebabkan : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah pernikahan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

 

19Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas 1B, Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 

20Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika 

Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga 

Islam, Vol.  4, no. 1 (Desember 2022), h. 102, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29626, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626. (Diakses 18 Maret 2023) 
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Dalam penelitian Nibras Syafriani M, dkk (2021) yang berjudul “Cerai 

Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia” mengungkapkan 

hasil bahwa sebanyak 45% jurnal yang menyatakan faktor ekonomi menjadi salah 

satu penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam, seperti 

pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada 

berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Keadaan ekonomi yang buruk pada 

akhirnya mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lain. Kemudian sebanyak 

35% jurnal menyatakan faktor penyebab perceraian adalah karena komunikasi yang 

buruk. Buruknya komunikasi antar pasangan berawal dari ketidakmampuan 

menyampaikan perasaan yang dirasakan diri sendiri kepada pasangan. Hal ini akan 

menyebabkan konflik yang lebih kompleks. Ada pula yang sebanyak 35% jurnal 

menyatakan salah satu faktor penyebab perceraian adalah karena perselingkuhan. 

Perselingkuhan yang terjadi pun beragam, sekedar melakukan pesan teks secara 

daring hingga ke perilaku zina yaitu berhubungan badan. Meskipun, saat bersidang 

untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Undang-

Undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan 

untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari 

satu sektor. yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya 

memutuskan untuk bercerai.21 

Cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tergugat tidak 

diketahui atau alamatnya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang 

tetap, atau berempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada 

 

21Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah 

Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 

Vol. 6, no. 1 (Maret 2021), h. 16-19, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443, 

https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443. (Diakses 10 Maret 2023) 
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Pengadilan di tempat tinggal penggugat (Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila 

dalam proses persidangan tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 

dilakukan dalam sidang tertutup sampai hakim memberikan putusannya, tetapi 

putusannya juga harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Perceraian dianggap terjadi serta akibat hukumnya terhitung sejak putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pendaftaran 

pada pencataan Kantor Urusam Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pada 

kantor catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam (Pasal 33-34 PP No. 9 

Tahun 1975).22 

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya pernikahan karena talak, maka 

suaminya wajib :23 

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul. 

2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada 

bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in 

atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separuh bila qabla ad 

dukhul. 

 

22Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” Kanun 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, no. 2 (Agustus, 2020) h. 309, 

https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103,  https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103. 

(Diakses 11 Maret 2023) 

23Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 

Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 47, 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647, 

https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647 (Diakses 18 Januari 2023) 
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4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 

tahun 

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 

Revisi Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami 

memberikan mut’ah adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau 

cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat 

kewajiban pemberian mut’ah tersebut tidak diatur. Pengaturan tentang mut’ah 

selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 

Revisi Tahun 2013, di dalam Hukum Islampun secara tegas telah mengatur tentang 

mut’ah. Hukum Islam menekankan tentang kewajiban suami dalam memberi 

mut’ah. Abu Hanifah berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd 

bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang 

suami belum menentukan mas kawin untuknya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa 

mut’ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan pernikahan 

datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mas kawin untuknya 

dan dicerai sebelum digauli.24 

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 

 

24Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara” Skripsi, (Magelang 

: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 56, 

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/. (Diakses 13 Maret 2023) 
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juga mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah ‘iddah terhadap suami dalam 

perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa :25 

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan 

kewajiban nafkah ‘iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti 

telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974), dalam pemeriksaan cerai gugat. 

2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sedapat mungkin berupaya untuk 

mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan 

mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar 

pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah ‘iddah dan nafkah 

anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, 

Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah ‘iddah (lil istibra’). 

Berdasarkan Buku II tersebut dapat dipahami bahwa baik dalam perkara 

cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 

secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah terhadap suami 

sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban mut’ah 

terhadap suami, tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian. Kewajiban 

pemberian nafkah ‘iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan 

bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya 

kecuali ia nusyuz”.26  

Dampak cerai gugat yaitu mut’ah dan ‘iddah  juga terdapat dalam 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

 

25Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara” h. 61-62 

26Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara” h. 62 
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wawancara dengan Bapak Drs. Hasbi selaku Hakim di PA Sungguminasa 1B yang 

menjelaskan seberapa persen perempuan yang meminta nafkah muth’ah dan ‘iddah: 

“Kalau masalah persen itu saya tidak bisa pastikan tapi di PA Sungguminasa 
tersendiri, itu kemungkinan tidak sampai 10% karena banyak perempuan yang 
menggugat cerai karena ingin melepaskan statusnya saja untuk menikah lagi, 
kemudian kebanyakan perempuan berpikir apabila mereka menggugat nafkah akan 
menjadi sia-sia sebab mereka bercerai akibat kurangnya pemberian nafkah suami 
ketika mereka masih bersama.”27 

Hal demikian juga dijelaskan oleh Bapak Drs. Arsyad, Hakim di Pengadilan 

Agama  Sungguminasa :  

“Banyak perempuan tidak mau menggugat nafkah karena perempuan tidak 
mau proses perceraiannya lama dan terkatung-katung sehingga mereka hanya 
menggugat cerai saja”28 

Pembebanan nafkah mut’ah dan ‘iddah ini semata-mata memberikan 

perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, meski gugatan cerainya 

diajukan oleh pihak isteri. Meski tidak diatur dalam literatur fiqih, namun jika isteri 

yang dicerai tidak mendapatkan apa-apa dari suami, sementara suaminya mampu 

dan isteri dalam keadaan tidak mampu, maka berpotensi menimbulkan mudhorot 

yang lebih besar dan inilah yang harus dihindari. Jika hanya mendasari pendapat 

KHI semata maka keadilan substansial tidak akan tercapai, keadilan substansial 

melihat dari segi keadilan yang sesungguhnya, jadi menggunakan pendekatan lain 

seperti mengaitkan dengan salah satu kaidah fiqih yaitu :29 

 

27Drs. Hasbi (52 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara, 

Sungguminasa, 14 Februari 2023 

28Drs. Arsyad (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, 

Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 

29Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang 

Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 

0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” Skripsi, (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, 2020), h. 49-50, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23710. (Diakases 13 Maret 

2023) 
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  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahannya : 

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan 
dari pada mengambil maslahat (kebaikan)” 

Namun dalam Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1B 

kebanyakan perempuan tidak mengurus nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah 

disebabkan proses yang cukup panjang dan masih mampu dalam hal ekonomi. Hal 

tersebutlah yang membuat perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sugguminasa jarang meminta nafkah mut’ah dan ’iddah. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Hambatan SEMA No. 2 Tahun 2019 

Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan 

Agama Sungguminasa 

Sejatinya nafkah mut’ah dan ‘iddah jatuh pada cerai talak yaitu perceraian 

atas kehendak suami, karena untuk putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti 

kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah mut’ah dan ‘iddah. Tetapi hal ini 

berlaku karena adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapat 

nafkah mut’ah dan ‘iddah apabila berbuat nusyuz atau mendapat talak ba’in sughra. 

Pada saat isteri meminta untuk cerai dengan suaminya biasanya karena ada faktor-

faktor yang mendasari hal tersebut, dan ketika itu belum tentu isteri dinyatakan 

nusyuz. Di sinilah hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya dan harus 

bisa memahami serta mencermati pokok permasalahan yang terjadi.30 

 

30Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang 

Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 

0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” h. 50-51 
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Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.Hi., M.H 

menjelaskan bahwa : 

“Masih sedikit perkara yang memberikan nafkah ‘iddha dan muth’ah, 
karena biasanya selama persidangan hanya penggugat yang hadir sehingga hakim 
tidak bisa menanyakan langsung kepada tergugat berapa kesanggupannya dalam 
memberikan nafkah. Kemudian penggugat/istri tidak bisa memberikan bukti 
penghasilan/pendapatan tergugat sehingga tidak ada referensi bagi hakim untuk 
menentukan pembebanan nafkahnya”31 

Dalam penelitian Dwi Nissa K.P dan Ahmad Izzuddin, menjelaskan bahwa 

dalam hal pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya majelis hakim 

menggunakan slip gaji suami atau pengakuan dari suami sendiri mengenai  besaran  

pendapatannya. Sedangkan jika verstek berarti tidak ada informasi yang dapat 

digali secara valid karna suami atau tergugat tidak pernah hadir di persidangan. 

Maka pembuktian kemampuan ekonomi suami didapatkan melalui alat bukti yang 

diberikan oleh istri. Kepatutan  dan  kemampuan dari suami  menjadi pertimbangan 

hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Kepatutan yang dimaksud 

merupakan besaran atau nominal yang ditentukan apakah patut untuk keperluan 

istri untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kemampuan, dilihat dari 

kemampuan suami dalam menafkahi. Kemampuan juga dilihat dari pekerjaan  

suami, dan berapa penghasilan dari suami. Penghasilan dari suami dapat dibuktikan  

dengan slip gaji atau rincian gaji, melalui pembuktian tersebut dapat dilihat apakah  

suami keberatan atau tidak. Tetapi dalam hal pembuktian jika suami tidak hadir 

maka pembuktian tersebut berdasarkan keterangan dari penggugat, keterangan  para  

saksi  yang  dihadiri  dipersidangan,  serta  dalil-dalil,  surat penting secara hukum 

dan beralasan.32 

 

31Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (44 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas 1B, Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 

32Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘iddah , Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek 

Cerai Gugat,” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h. 9–10, http://urj.uin-
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Adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum jelas merupakan suatu harapan bagi perempuan dan menjadi suatu payung 

hukum baru bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan 

hak-haknya termasuk dalam perkara cerai gugat. Kenyataannya implementasi di 

Pengadilan berbeda dengan tujuan adanya SEMA dan PERMA tersebut, termasuk 

dalam Pengadilan Agama Sungguminasa yang seharusnya PERMA dan SEMA 

merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara tetapi 

dalam penerapannya SEMA dan PERMA tersebut masih belum efektif. Hal ini jelas 

bertentangan dengan tujuan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA No. 3 Tahun 

2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan yang menjadi payung hukum baru kepada istri yang menggugat cerai 

suaminya yang disebabkan nusyuznya seorang suami untuk mendapatkan hak-

haknya yakni nafkah ‘iddah dan mut’ah.33 Menggugat cerai merupakan upaya 

perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses 

hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakukan yang 

dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis. Regulasi hukum ini menjadi 

pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengadili perkara perempuan 

 
malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518, 

https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518. (Diakses 14 Maret 2023) 

33Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 90, 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 21 Januari 2023) 



62 
 

 

berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan 

perlakuan yang tidak menyenangkan dalam proses hukum. Regulasi ini diharapkan 

dapat menerapkan prinsip-prinsip terapeutik dalam mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum.34 

Namun, apabila penggungat tidak mengugat nafkah, bisa saja hakim 

memberikan tuntutan kepada tergugat di luar dari gugatan tersebut menggunakan 

hak ex officio. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Drs. Arsyad yang 

menerangkan bahwa :  

“Kalau hak ex oficio itu biasanya dilakukan pada kasus cerai talak, tapi ada 
beberapa hakim yang menggunakannya dalam kasus cerai gugat. Namun saya 
sendiri belum pernah melakukannya karena butuh banyak pertimbangan”35 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ex officio artinya karena jabatan, 

seperti dalam kalimat memangku jabatan secara ex officio. Hak ex officio hakim 

adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk 

memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, dalam perkara 

perceraian hakim mempunyai hak ex officio untuk memberikan hak yang dimiliki 

oleh mantan isteri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan 

dalam perkara. Menurut Mukti Arto dalam perkara perceraian hakim dapat 

memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berdasarkan Pasal 41 

huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban 

bagi bekas istri. Namun Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG membatasi kewenangan 

hakim dalam penerapan ex officio, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan 

 

34Haiyun Nisa and Koentjoro Koentjoro, “Some Issues About Women Who File For 

Divorce in Aceh,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 8, no. 

1 (March, 2022), h. 82, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/12237, 

https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12237, (Diakses 26 Maret 2023) 

35Drs. Arsyad (63 Tahun), hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara, 

Sungguminasa, 14 Februari 2023 



63 
 

 

bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau 

memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra 

petitum partium.36 

Dari hasil wawancara dapat dilihat beberapa faktor penyebab terhambatnya 

pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa:  

1. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan. Kehadiran suami menjadi 

pertimbangan hakim dalam melihat suatu perkara cerai gugat, yakni dalam 

mengambil pertimbangan dan kebenaran yang seadil-adilnya, maka akan 

diketahui permasalahannya dan apabila istri tidak terbukti bersalah maka bisa 

mendapatkan hak-haknya, namun apabila istri terbukti bersalah atau nusyuz 

maka tidak bisa mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat. Jadi tolak ukur 

dalam setiap perkara adalah dalam proses pembuktian, ketika dalam 

pembuktiannya lemah, maka sebaik apapun gugatan yang diajukan oleh 

penggugat akan ditolak, karena tidak bisa membuktikan apa yang sudah 

didalilkan, begitu pula sebaliknya, sehingga persamaan di hadapan hukum 

adalah kaidah hukum yang harus dikedepankan. 

2. Istri yang tidak meminta hak-haknya. Kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk 

ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi 

nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa ‘iddah, 

yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat 

lemah, salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun 

meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan 

nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut 

 

36Siti Anisah, “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara” Skripsi, (Magelang 

: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 79-80, 

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/. (Diakses 13 Maret 2023) 
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3. Tidak digunakannya hak ex officio hakim terhadap perkara cerai gugat. Hak ex 

officio hakim sampai saat ini belum digunakan ketika perkara cerai gugat 

dimana suami tidak hadir. Hak ini juga berhubungan dengan kehadiran tergugat 

atau suami, karena yang menjadi tanggung jawab menafkahi istri adalah 

seorang suami. Namun ketika kedua belah pihak hadir maka hakim dapat 

mempertimbangkan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat, arti 

dari hak ex officio adalah seorang hakim karena jabatannya atau secara ex 

officio dapat memutuskan suatu perkara perdata lebih dari apa yang dituntut 

oleh pengguggat, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang 

berperkara. 

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, dimana kesadaran akan 

kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum 

terhadap ketentuan Undang-Undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat 

kepada Undang-Undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, 

seperti adat, kebiasaan masyarakat. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul 

Hanani, dan Rezki Suci Qamaria (2022) yang berjudul Hambatan Pelaksanaan 

SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menunjukkan hasil bahwa 

hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 meliputi dua faktor yaitu internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dalam 

persidangan dan hak ex officio hakim yang tidak digunakan terhadap perkara cerai 

gugat yang tidak dihadiri kedua belah pihak. Di sisi lain, faktor eksternal yakni 

kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum sehingga istri tidak 

meminta hak-haknya pasca bercerai dan istri yang tidak meminta hak -hak tersebut 
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karena sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah resmi 

bercerai.37 

Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Dessy Sunarsih dan 

Sumiyati yang menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan antara lain 

pertimbangan Hakim jika istri menyerahkan surat cerai kepada suami dengan 

menganggapnya nusyuz atau memberontak sesuai kaidah fiqih, tidak ada 

optimalisasi pembuktian, dan suami tidak hadir dalam proses persidangan sehingga 

Hakim kesulitan mendapatkan informasi yang menyeluruh.38 

Pada perkara cerai gugat, jika pihak suami yang diberi pembebanan nafkah 

tidak pernah  hadir  hakim  dengan  ketentuan  amar  dalam  posita  dan  petitum  

gugatan akan menghukum tergugat mengenai pembayaran tuntutan nafkah dengan  

menambahkan kalimat “... yang dibayar sebelum tergugat mengambil akte cerai”, 

diatur dalam SEMA No.2  Tahun  2019.39 

 Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Musafirah, M.A terkait 

pembebanan yang harus diselesaikan tergugat menjelaskan : 

 

37Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and 

Family Studies, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 88, 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962 (Diakses 19 Januari 2023). 

38Dessy Sunarsi and Sumiyati, “Strengthening Women’s Rights In Law Through Supreme 

Court Number 3 Year 2017 Regulation In Divorce Cases In The Religious Court,” Opcion, Vol. 35, 

no. 22 (December 2019): h. 2899 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30847 (Diakses 26 Maret 2023) 

39Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘iddah , Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek 

Cerai Gugat”, Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h. 12, http://urj.uin-

malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518, 

https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518. (Diakses 14 Maret 2023) 



66 
 

 

“Kalau pelaksanaannya pasti dilaksanakan, karena itu aturan dari 
Mahkamah Agung tapi sampai sekarang belum ada tergugat yang menitipkan uang 
pembebanan nya untuk diserahkan kepada peggugat, belum ada konsinyasi.”40  

Jika  terdapat  tuntutan  nafkah  dalam  perkara  cerai  gugat  maka 

pembayarannya  akan  dilakukan  sebelum  tergugat  mengambil  akte  cerai,  ini  

dilakukan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian serta untuk memastikan  bahwa  penggugat  akan  memperoleh  haknya  

tanpa  harus  mengajukan permohonan  eksekusi  pada  Pengadilan.  Hal  ini  juga  

berkaitan  dengan  upaya  memberi pemahaman untuk masyarakat yang tidak cakap 

hukum terutama bagi istri bahwa mereka memiliki  hak  yang  harus  diperjuangkan  

guna  menciptakan  keadilan,  kepastian  serta kemanfaatan hukum41 

Penjelasan dari Petugas Prodak Pengadilan Agama Bapak Muh. Taufik, S.H  

“Jadi kalau misal ada putusan yang ada pembebanan, diberikan catatan kecil 
yang ditempel di sampul akta cerai agar diberi tahu kepada tergugat bahwa ada 
pembebanan yang harus dibayar sebelum mengambil akta cerai, kemudian uang 
pembebanan tersebut dititip di bendahara untuk disampaikan kepada penggugat.”42 

Seperti yang dilihat, SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu 

perlindungan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat 

dengan berlandaskan hukum. Namun hal tersebut bisa terwujud selama mantan istri 

tidak nusyuz dan mantan suami sanggup untuk memberikan nafkah ‘iddah dan 

nafkah mut’ah. 

 

 

40Dra. Hj. Musafirah, M.H. (47 Tahun), Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 

41Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘iddah , Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek 

Cerai Gugat,” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h. 12, http://urj.uin-

malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518, 

https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518. (Diakses 14 Maret 2023) 

42Muh. Taufik, S.H (30 Tahun), Petugas Prodak Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 

1B, Wawancara, Sungguminasa, 14 Februari 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak pasca cerai gugat 

di Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan pedoman mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi 

hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Pemenuhan tersebut agar perempuan pasca 

cerai gugat mampu memperoleh nafkah muth’ah dan’iddah setelah perceraian agar 

mantan istri mampu hidup setelah bercerai dengan suami. 

SEMA No. 2 Tahun 2019 mengakomodir SEMA No 3 Tahun 2018 dan 

PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara 

perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, 

maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim 

Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa untuk bisa 

memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini 

perkara cerai gugat. 

Namun SEMA No. 2 Tahun 2019 pun memiliki faktor-faktor yang 

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan SEMA tersebut, yaitu : 

1. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan. 

2. Istri yang tidak meminta hak-haknya 

3. Tidak digunakannya hak ex officio hakim terhadap perkara cerai gugat 

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum 
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Sehingga masih perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan SEMA 

No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Hakim hendaknya lebih berani, terbuka dan agresif dalam 

mempertimbangkan dan memutus hak-hak perempuan pada perkara cerai 

gugat. Dengan tidak hanya terpaku pada paradigma lama bahwa istri yang 

mengajukan gugatan cerai dianggap seolah-olah telah berlaku nusyuz 

teradap suaminya. Selain itu hakim sebagai pihak yang memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara untuk lebih merespon upaya-upaya 

perlindungan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat melalui 

responsif gender. 

2. Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan 

nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan 

menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar 

hidup isteri dan atau anak. 

3. Perempuan dituntut untuk lebih banyak belajar dan menggali informasi 

terkait hak-haknya khususnya pasca perceraian. Agar nantinya dapat 

memperjuangkan hak-haknya khususnya di muka pengadilan. 

4. Adapun solusi yang diberikan hakim terhadap pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca cerai gugat yang disebabkan nusyuz nya seorang suami 

yakni :  

a. Menghadirkan suami dalam persidangan agar dapat memberikan 

keterangan terhadap kebenaran perkara perceraiannya sehingga hakim 

dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. 
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b. Menjadi keluarga yang rukun kembali sehingga tidak perlu memberikan 

nafkah pasca cerai gugat, apabila keluarga rukun kembali maka Pengadilan 

Agama Sungguminasa telah berhasil menjalankan tugas sebagai lembaga 

untuk merukunkan suami istri yang mengalami keretakan dalam rumah 

tangga. 
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